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	Sexual violence against female students in Islamic boarding schools constitutes a serious violation of human rights and reveals structural deficiencies in legal protection within religious-based educational institutions. This study examines the scope and effectiveness of criminal and civil legal protection for female students as victims of sexual violence in Islamic boarding schools in Indonesia. The research employs a normative juridical method, using statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials include the Indonesian Criminal Code, Law No. 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence, Law No. 35 of 2014 on Child Protection, and regulations concerning witness and victim protection. The case approach focuses on the Decision of the Central Java High Court Number 238/PID.SUS/2025/PT SMG, which affirmed the conviction of a pondok pesantren caretaker for committing sexual violence against female students and imposed both imprisonment and restitution obligations. The case illustrates that criminal legal protection in Indonesia predominantly emphasizes punitive sanctions against perpetrators, reflecting a retributive justice orientation. However, the implementation of civil legal protection, particularly victims’ rights to restitution, compensation, and long-term psychological recovery, remains limited and inconsistently enforced. The study finds that unequal power relations, institutional protection of perpetrators, and social stigma continue to hinder victims’ access to comprehensive justice. This research concludes that effective legal protection requires an integrated framework combining criminal accountability, civil liability of perpetrators and educational institutions, and a victim-centered recovery approach, supported by strengthened state supervision over Islamic boarding schools to ensure substantive justice for female students.
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INTRODUCTION 
Pesantren memainkan peran strategis dalam sistem pendidikan Indonesia, tidak hanya sebagai lembaga pembelajaran agama tetapi juga sebagai pusat pembentukan moral dan pengembangan karakter. Dengan jutaan siswa, banyak di antaranya masih di bawah umur, yang tinggal dan belajar di lingkungan tempat tinggal tertutup, pesantren dipercayakan dengan otoritas dan legitimasi sosial yang tinggi (Zamakhsyari Dhofier, 2011 : 44).
Namun, perkembangan terkini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga ini tidak kebal terhadap tindakan kekerasan seksual, khususnya terhadap santriwati (santriwati), yang telah menimbulkan kekhawatiran serius terkait hukum dan hak asasi manusia. Kekerasan seksual terhadap santriwati merupakan pelanggaran berat terhadap martabat manusia, otonomi tubuh, dan hak mendasar atas keamanan. Dalam konteks hotel pesantren, kekerasan tersebut sering diperparah oleh hubungan kekuasaan yang tidak setara antara pendidik atau pengasuh dan siswa, sifat tempat tinggal lembaga tersebut, dan budaya bungkam yang dibenarkan oleh otoritas agama dan reputasi lembaga (Eko Prasetyo, 2020 : 201). Kondisi-kondisi ini seringkali mencegah korban untuk melaporkan pelecehan dan mengakses keadilan melalui mekanisme hukum formal. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menyaksikan sejumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren yang telah menarik perhatian nasional dan mendorong reformasi hukum. Salah satu perkembangan yang paling signifikan tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 238/PID.SUS/2025/PT SMG, yang menguatkan vonis terhadap seorang pengasuh pondok pesantren karena melakukan kekerasan seksual terhadap santriwati. Putusan ini patut diperhatikan bukan hanya karena menjatuhkan hukuman pidana yang berat tetapi juga karena mengakui pentingnya restitusi sebagai bagian dari perlindungan hukum korban. Kasus ini menggambarkan pengakuan yudisial yang semakin meningkat bahwa kekerasan seksual di lembaga pendidikan dan keagamaan harus ditangani melalui pendekatan hukum yang bersifat punitif dan restoratif. 
Dari perspektif normatif, sistem hukum Indonesia menyediakan kerangka kerja untuk melindungi korban kekerasan seksual melalui instrumen hukum pidana dan perdata. Perlindungan hukum pidana terutama ditujukan untuk menghukum pelaku dan mencegah kejahatan di masa mendatang, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diperkuat oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Kejahatan Kekerasan Seksual. Sementara itu, perlindungan hukum perdata berfokus pada pemulihan hak-hak korban melalui restitusi, kompensasi, dan pemulihan, termasuk rehabilitasi psikologis dan sosial. Namun demikian, implementasi perlindungan ini masih bermasalah dalam praktiknya, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan lembaga keagamaan yang memiliki pengaruh sosial yang kuat dan struktur otoritas internal.
Lebih lanjut, koeksistensi hukum negara formal dan norma-norma keagamaan informal seringkali menciptakan ambiguitas dalam penegakan hukum. Dalam banyak kasus, para pemimpin lembaga memprioritaskan mekanisme penyelesaian internal atau sanksi moral daripada melaporkan kejahatan kepada pihak berwenang penegak hukum, sehingga melemahkan akses korban terhadap keadilan dan kepastian hukum. Situasi ini bertentangan dengan prinsip supremasi hukum dan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi anak-anak dan kelompok rentan dari kekerasan dan eksploitasi.
Mengingat kondisi tersebut, analisis hukum komprehensif tentang perlindungan hukum pidana dan perdata bagi santriwati sebagai korban kekerasan seksual di Pondok Pesantren sangat dibutuhkan. Dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan—khususnya melalui analisis Keputusan Nomor 238/PID.SUS/2025/PT SMG—studi ini berupaya mengevaluasi efektivitas mekanisme hukum yang ada dan mengidentifikasi kesenjangan yang menghambat terwujudnya keadilan yang berpusat pada korban. Penguatan akuntabilitas hukum, tanggung jawab kelembagaan, dan pengawasan negara sangat penting untuk memastikan bahwa Pondok Pesantren tetap menjadi lingkungan pendidikan yang aman dan bahwa korban menerima perlindungan dan keadilan yang berarti di bawah hukum.
Meskipun terdapat instrumen hukum komprehensif yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, kasus pelecehan seksual terhadap santriwati di pesantren terus terjadi. Sistem hunian tertutup pesantren, dikombinasikan dengan hubungan kekuasaan hierarkis dan otoritas keagamaan yang kuat, seringkali menempatkan santriwati dalam posisi rentan dan membatasi akses mereka terhadap perlindungan hukum. Meskipun mekanisme hukum pidana semakin memberlakukan sanksi berat terhadap pelaku, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Jawa Tengah Nomor 238/PID.SUS/2025/PT SMG, realisasi perlindungan hukum perdata—khususnya restitusi, kompensasi, dan pemulihan psikologis bagi korban—masih belum memadai dan diimplementasikan secara tidak konsisten. Lebih lanjut, koeksistensi hukum negara dan norma institusional internal di dalam pesantren seringkali menyebabkan ambiguitas dalam penegakan hukum, di mana kepentingan institusional dan stigma sosial menghalangi korban untuk mencari keadilan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan hukum mendasar mengenai efektivitas kerangka perlindungan pidana dan perdata yang ada, sejauh mana tanggung jawab institusional, dan peran negara dalam memastikan keadilan yang berpusat pada korban. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum normatif untuk mengidentifikasi celah dalam perlindungan hukum dan merumuskan pendekatan terpadu yang memastikan perlindungan komprehensif bagi santriwati sebagai korban kekerasan seksual di Pondok Pesantren.

 
RESEARCH METHODS 
Penelitian ini menggunakan riset hukum yuridis normatif (riset doktrinal), yang berfokus pada pemeriksaan norma, prinsip, dan doktrin hukum yang mengatur perlindungan santriwati sebagai korban kekerasan seksual di pesantren. Riset yuridis normatif tepat dilakukan karena penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan keputusan pengadilan untuk menilai kecukupan dan koherensi perlindungan hukum pidana dan perdata dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin hukum dan konsep teoritis seperti perlindungan hukum, viktimologi, keadilan restoratif, restitusi, kompensasi, dan tanggung jawab institusional. Pendekatan ini mengacu pada pendapat ilmiah dan teori hukum untuk mengklarifikasi makna, cakupan, dan tujuan perlindungan hukum pidana dan perdata bagi korban kekerasan seksual.

 
RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION 
1. Perlindungan Hukum Pidana bagi Santriwati sebagai Korban Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren
	Perlindungan hukum pidana merupakan mekanisme utama yang digunakan negara untuk menanggapi tindakan kekerasan seksual terhadap santriwati di pesantren. Dalam sistem hukum Indonesia, kekerasan seksual tidak lagi hanya dianggap sebagai pelanggaran moral atau kesopanan, tetapi sebagai kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan otonomi tubuh. Pergeseran paradigma ini secara eksplisit tercermin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kejahatan Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk pertanggungjawaban pidana dan perlindungan korban. dari perspektif hukum pidana, perlindungan bagi korban diwujudkan melalui penuntutan dan penghukuman pelaku. Putusan Mahkamah Agung Jawa Tengah Nomor 238/PID.SUS/2025/PT SMG menunjukkan penerapan hukum pidana yang progresif, karena pengadilan menguatkan hukuman penjara berat terhadap seorang pengasuh pondok pesantren yang melakukan kekerasan seksual terhadap santriwati-santriwati di bawah pengawasannya. Keputusan ini menegaskan bahwa status keagamaan atau posisi kelembagaan tidak membebaskan pelaku dari tanggung jawab pidana. Putusan ini juga memperkuat prinsip kesetaraan di hadapan hukum, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (1) Konstitusi 1945.
	Namun, terlepas dari sanksi pidana yang semakin ketat, perlindungan hukum pidana dalam praktiknya masih menekankan model keadilan retributif, yang terutama berfokus pada hukuman daripada pemulihan korban secara komprehensif. Korban seringkali hanya diposisikan sebagai saksi dalam proses pidana, dengan partisipasi terbatas dalam menentukan solusi yang secara langsung mengatasi penderitaan mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun hukum pidana memainkan peran penting dalam pencegahan dan akuntabilitas, hukum pidana saja tidak cukup untuk memastikan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi korban kekerasan seksual.
	Selain itu, dalam konteks pesantren, penegakan hukum pidana menghadapi tantangan tambahan. Sifat tertutup pesantren, dikombinasikan dengan hubungan kekuasaan hierarkis antara pengasuh (pengasuh atau ustadz) dan siswa, seringkali menyebabkan keterlambatan pelaporan dan kesulitan pembuktian. Hambatan-hambatan ini menggarisbawahi perlunya penguatan perlindungan prosedural bagi korban, termasuk kerahasiaan, bantuan psikologis, dan perlindungan dari intimidasi selama proses pidana.

2. Perlindungan Hukum Perdata dan Pemenuhan Hak-Hak Korban
	Berbeda dengan hukum pidana, perlindungan hukum perdata berfokus pada pemulihan hak dan martabat korban melalui kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Perlindungan perdata didasarkan pada prinsip bahwa korban kejahatan menderita kerugian materiil dan non-materiil yang terukur dan harus dipulihkan (Rena Yulia, 2013 : 91). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kejahatan Kekerasan Seksual, restitusi secara eksplisit diakui sebagai komponen wajib perlindungan korban dan merupakan bagian dari tanggung jawab hukum pelaku.
	Keputusan Nomor 238/PID.SUS/2025/PT SMG penting karena secara eksplisit mengakui restitusi sebagai bagian dari hasil peradilan, menandakan pergeseran menuju pendekatan yang lebih berpusat pada korban. Meskipun demikian, implementasi restitusi dan kompensasi masih tidak konsisten di berbagai kasus. Dalam banyak kasus, perintah restitusi tidak ditegakkan secara efektif karena ketidakmampuan atau keengganan pelaku untuk membayar, serta tidak adanya mekanisme kelembagaan yang kuat untuk memastikan kepatuhan (Lilik Mulyadi, 2012 : 389). Dari perspektif tanggung jawab perdata, masalah ini meluas melampaui pelaku individu hingga mencakup potensi tanggung jawab lembaga pendidikan. Pondok Pesantren yang gagal menyediakan lingkungan yang aman dapat dikenakan tanggung jawab institusional berdasarkan kelalaian atau pengabaian. Namun, praktik hukum di Indonesia belum sepenuhnya mengembangkan konsep ini dalam kasus-kasus yang melibatkan pesantren, sehingga mengakibatkan terbatasnya akuntabilitas bagi aktor-aktor institusional yang secara tidak langsung memungkinkan terjadinya kekerasan seksual melalui pengawasan yang lemah atau penyembunyian.
	Selain itu, para korban sering menghadapi hambatan dalam mengejar upaya hukum perdata karena stigma sosial, rasa takut akan pembalasan, dan kurangnya kesadaran hukum. Akibatnya, perlindungan hukum perdata masih kurang dimanfaatkan, meskipun perannya sangat penting dalam memulihkan kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial para korban.

3. Hambatan Hukum dan Tantangan Kelembagaan di Pondok Pesantren
	Salah satu hambatan paling signifikan terhadap perlindungan hukum yang efektif bagi santriwati adalah ketegangan antara hukum negara formal dan norma-norma kelembagaan informal di dalam Pondok Pesantren. Dalam beberapa kasus, mekanisme penyelesaian sengketa internal diprioritaskan daripada proses hukum formal, yang menyebabkan penyelesaian informal yang gagal memenuhi standar keadilan dan akuntabilitas hukum (Satjipto Rahardjo, 2009 : 156). Praktik ini merusak supremasi hukum dan bertentangan dengan kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dan kelompok rentan.
	Selain itu, otoritas budaya dan agama seringkali menghalangi korban untuk melaporkan pelecehan, karena pelaku seringkali merupakan tokoh yang dihormati dalam masyarakat. Ketidakseimbangan kekuasaan ini tidak hanya membungkam korban tetapi juga menciptakan lingkungan di mana kekerasan seksual dapat terus berlanjut tanpa terkendali. Kegagalan negara untuk melakukan pengawasan yang memadai terhadap pesantren semakin memperburuk masalah ini, terlepas dari kewajiban konstitusionalnya untuk memastikan perlindungan hak-hak anak.

4. Menuju Model Terintegrasi Perlindungan Hukum Pidana dan Perdata
	Berdasarkan analisis di atas, jelas bahwa perlindungan hukum yang efektif bagi santriwati sebagai korban kekerasan seksual memerlukan pendekatan terpadu yang menggabungkan pertanggungjawaban pidana dengan upaya hukum perdata dan tanggung jawab kelembagaan. Hukum pidana harus terus memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelaku untuk memastikan efek jera dan keadilan, sementara hukum perdata harus diperkuat untuk menjamin restitusi, kompensasi, dan pemulihan jangka panjang bagi korban.
	Putusan Mahkamah Agung Jawa Tengah Nomor 238/PID.SUS/2025/PT SMG menjadi preseden yudisial penting yang menunjukkan bahwa pengadilan dapat berperan proaktif dalam memajukan keadilan yang berpusat pada korban. Namun, upaya yudisial harus didukung oleh mekanisme penegakan hukum yang lebih kuat, pertanggungjawaban kelembagaan yang lebih jelas, dan peningkatan pengawasan negara terhadap Pondok Pesantren.
	Pada akhirnya, perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual tidak boleh terbatas pada hukuman saja, tetapi harus mencakup pemulihan, pemberdayaan, dan pencegahan. Menjamin keselamatan dan martabat santriwati di Pondok Pesantren bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga keharusan moral dan konstitusional.
	Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum pidana bagi santriwati sebagai korban kekerasan seksual telah diperkuat secara normatif setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kejahatan Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang tersebut memperluas definisi kekerasan seksual, memperkuat perlindungan prosedural bagi korban, dan menegaskan restitusi sebagai bagian integral dari tanggung jawab pidana. Praktik peradilan mencerminkan perkembangan ini. Putusan Mahkamah Agung Jawa Tengah Nomor 238/PID.SUS/2025/PT SMG menunjukkan bahwa pengadilan Indonesia semakin bersedia menjatuhkan sanksi pidana berat kepada pelaku di dalam pesantren, bahkan ketika pelaku tersebut memiliki otoritas keagamaan. Hal ini menunjukkan penegasan penting terhadap prinsip konstitusional kesetaraan di hadapan hukum, sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) Konstitusi 1945.
	Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa perlindungan hukum pidana masih didominasi oleh orientasi retributif. Korban masih sebagian besar diposisikan sebagai saksi daripada sebagai subjek hak dalam proses pidana. Keterlibatan mereka terbatas pada fungsi pembuktian, sementara kebutuhan mereka akan pemulihan, partisipasi, dan pemberdayaan tidak sepenuhnya diakomodasi dalam hukum acara pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukuman pidana saja tidak cukup untuk memberikan keadilan yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual.
	Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum perdata merupakan dimensi terlemah dari perlindungan korban dalam kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren. Meskipun restitusi dan kompensasi dijamin secara normatif dalam UU TPKS, implementasi praktisnya masih tidak konsisten dan seringkali tidak efektif.
	Dalam putusan Pengadilan Tinggi yang dianalisis, restitusi secara formal diakui sebagai bagian dari konsekuensi hukum yang dikenakan pada pelaku. Namun demikian, studi ini menemukan bahwa tidak ada mekanisme penegakan yang jelas untuk memastikan pemenuhan restitusi ketika pelaku tidak memiliki kemampuan finansial. Akibatnya, korban seringkali tidak menerima kompensasi materiil atau non-materiil, meskipun ada putusan pengadilan yang menguntungkan.  Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa tanggung jawab perdata institusional dari Pondok Pesantren belum diterapkan secara optimal. Tanggung jawab hukum terus berfokus pada pelaku individu, sementara kelalaian institusional seperti kegagalan untuk mengawasi, mencegah, atau melaporkan kekerasan seksual jarang dikenai konsekuensi hukum. Kesenjangan ini melemahkan upaya pencegahan dan mengurangi akuntabilitas lembaga pendidikan yang dipercayakan untuk merawat anak-anak.
	Penelitian ini mengidentifikasi beberapa hambatan sistemik hukum dan kelembagaan yang menghambat perlindungan hukum yang efektif bagi siswa perempuan.:
1. Ketidakseimbangan kekuasaan antara korban dan pelaku, khususnya jika pelaku adalah pemimpin agama atau pengasuh yang memiliki otoritas moral dan kelembagaan.
2. Keheningan institusional dan praktik penyelesaian informal, yang memprioritaskan reputasi Pondok Pesantren di atas hak-hak korban dan pertanggungjawaban hukum.
3. Pengawasan negara yang terbatas terhadap Pondok Pesantren, meskipun negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan eksploitasi.[footnoteRef:1] [1:  Pasal 28B ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945.
] 

4. Stigma sosial budaya dan menyalahkan korban, yang menghambat pelaporan dan melanggengkan budaya bungkam seputar kekerasan seksual.
Hambatan-hambatan ini secara signifikan berkontribusi pada keterlambatan pelaporan, tantangan pembuktian, dan terbatasnya akses keadilan bagi siswa Perempuan.
	Studi ini menemukan bahwa mekanisme perlindungan hukum pidana dan perdata beroperasi secara terfragmentasi dan tidak terkoordinasi. Sanksi pidana sering kali dijatuhkan tanpa dikaitkan secara sistematis dengan langkah-langkah pemulihan perdata seperti restitusi, rehabilitasi, dan dukungan psikologis jangka panjang. Meskipun Putusan Mahkamah Agung Jawa Tengah Nomor 238/PID.SUS/2025/PT SMG menunjukkan kesadaran peradilan akan perlunya restitusi, pendekatan ini belum diinstitusionalisasikan sebagai standar peradilan yang konsisten. Belum ada pedoman seragam yang memastikan bahwa setiap kasus kekerasan seksual menghasilkan pertanggungjawaban pidana dan pemulihan korban yang efektif.
	Berdasarkan temuan di atas, penelitian ini menyimpulkan bahwa:
1. Secara normatif, Indonesia telah mengembangkan kerangka hukum progresif untuk menangani kekerasan seksual terhadap santriwati melalui UU TPKS.
2. Secara praktis, implementasi perlindungan hukum perdata—khususnya restitusi dan pemulihan—jauh tertinggal dibandingkan penegakan hukum pidana.
3. Secara institusional, pesantren masih kurang diatur dalam hal pertanggungjawaban hukum dan kewajiban preventif.
4. Dari segi peradilan, keputusan pengadilan baru-baru ini menunjukkan kemajuan tetapi masih bersifat kasus per kasus dan bukan sistemik.
Hasil penelitian utama dari studi ini adalah identifikasi adanya kesenjangan struktural antara norma hukum dan praktik hukum, khususnya dalam mengintegrasikan hukuman pidana dengan upaya hukum perdata dan tanggung jawab kelembagaan.

CONCLUSION 
		Penelitian ini menegaskan kembali bahwa kekerasan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren bukan hanya merupakan tindak pidana, tetapi juga pelanggaran serius terhadap hak-hak konstitusional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia internasional. Terlepas dari cita-cita moral dan pendidikan yang dijunjung tinggi oleh Pondok Pesantren, terjadinya kekerasan seksual di dalam lembaga-lembaga ini menunjukkan bahwa otoritas agama dan prestise institusional tidak secara inheren menjamin perlindungan bagi santriwati yang rentan. Dari perspektif normatif, Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam memperkuat perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kejahatan Kekerasan Seksual. Undang-undang ini mewakili pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis moralitas menuju kerangka hukum yang berpusat pada korban dan berbasis hak, yang mengakui restitusi, pemulihan, dan perlindungan sebagai komponen integral dari keadilan. Praktik peradilan, khususnya Putusan Mahkamah Agung Jawa Tengah Nomor 238/PID.SUS/2025/PT SMG, semakin menegaskan bahwa pengadilan semakin bersedia menerapkan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku di dalam lembaga pendidikan agama.
		Namun, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum pidana saja tidak cukup untuk menjamin keadilan substantif bagi para korban. Proses pidana sebagian besar masih bersifat retributif dan belum sepenuhnya mengintegrasikan dimensi restoratif dan rehabilitatif. Korban sering mengalami viktimisasi sekunder karena partisipasi yang terbatas, dukungan psikologis yang tidak memadai, dan proses hukum yang berkepanjangan. Selain itu, perlindungan hukum perdata—khususnya restitusi, kompensasi, dan pemulihan jangka panjang—masih belum berkembang dalam praktiknya. Meskipun restitusi dijamin secara normatif, mekanisme penegakannya lemah, dan tanggung jawab institusional dari Pondok Pesantren belum diakui secara konsisten. Kondisi ini mengakibatkan sistem perlindungan yang terfragmentasi di mana pelaku dapat dihukum, tetapi korban dibiarkan tanpa pemulihan yang berarti. Penelitian ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa masalah hukum inti terletak pada ketidaksesuaian antara akuntabilitas pidana, ganti rugi perdata, dan tanggung jawab institusional. Tanpa kerangka hukum terintegrasi yang menangani dimensi-dimensi ini secara bersamaan, perlindungan hukum bagi santriwati sebagai korban kekerasan seksual di Pondok Pesantren akan tetap parsial dan tidak efektif.
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